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KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1199 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN
BERGERAK SELULER DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL
TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS PADA PITA FREKUENSI

RADIO 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6B ayat
(4) dan Pasal 6E Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen  Komunikasi dan Informatika, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Penetapan Besaran dan Waktu
Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio Tahun Keempat untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi
Radio bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel
dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800
MHz PT. Smartfren Telecom, Tbk.;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);



o

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi
dan Informatika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5171);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4995);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



10.

11.

12.

13.

S =

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata
Cara Perizinan dan Ketentuan  Operasional
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Infomatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/
12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara
Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 19/PER.KOMINFQO/10/2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan
Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Peraturan Menteri Komunikasi dan
Infomatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor
19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan
Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07 /2009 tentang Tabel
Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2010
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor
29/PER/M.KOMINFO/07 /2009 tentang Tabel
Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi
dan Informatika;

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 879 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai
(N x K) dan Jumlah Populasi Penduduk pada
Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Izin Pita
Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggaraan
Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio
800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz serta
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel
dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio
800 MHz;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

ol

14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 1196 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran
Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Tahun Pertama untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi
Radio bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak
Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas pada Pita
Frekuensi Radio 800 MHz PT. Smartfren Telecom
Tbk.;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN WAKTU
PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI
PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER
DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL
TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS PADA
PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz PT. SMARTFREN
TELECOM, Tbk.

Menetapkan besaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Izin Pita Spektrum
Frekuensi Radio (Y4) bagi Penyelenggaraan Jaringan
Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap
Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita
Frekuensi Radio 800 MHz PT. Smartfren Telecom, Tbk.
sebesar Rp222.836.994.257,00 (dua ratus dua puluh dua
milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus
sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh
rupiah) dengan rincian perhitungan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun
Keempat (Y4) untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib
dilunasi paling lambat tanggal 15 Desember 2013.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Dltetapkan di Jakarta
agal 6 November 2013




VALLVINJOHNI NVA ngHZDEOM [HLNHIN

LST¥66'9€8'CCT | ST0'981°CT61°LST ¢81°L2C91+'S8 ¢87°'SYeT 6829 | 060L0°SIT LOTT ZHIN 008 AL ‘NODHTAL NHIALIVIAS " Ld
[qerdny] (%) orpey Seyeq.Ja], Se}IqON
((V x9%09)+X =*A) [qerdny] 600¢ 1oquassq | [seindodorry] | [zZHIN/d¥] (31xN) [zHI] IsuanyaIy uedua(q [2qey edue], rexo] dejay,
reduwoay] XDIXPOXN P’s 600C l1enuep = I q elld ueduLre ereddua[adua /I9[n[eg
unye], ¥4sd1 dHY 2poLad ¥SI dHI Jerodlog ueduLrep eredsusfaduad

AL ‘NODITIL NHIALAVIAS "Id

ZHIN 008 OIdVd ISNINMHHAA V1Id VAVd SV.LVHIHL SVLITIHOW NVONHA THIVH
VANV.L TVOT dVLIL NVONINVL NVVIVOONITIANAD NVA JATNTIS AVIATDIILG NVONIIV NVVAVOONATAIANAL 1OVE (FA) O1ava
ISNHNMHAA NNALAALS V.LId NIZI MNLNN LVdINEEY NNHV.L OIdV ISNENMHIA WNJLMEIS NVVNNDONHA JMVH VAVIE NVIVSHI

AL NODATAL NAIALIVIANS “Id

ZHIN 008 o1avd ISNHNMHAA V.LId vavd
SVY.LVHIH.L SVLITIHOW NVONHA THIVH VdANV.L
TVAO1 dV.LdL NVONIHV( NVVIVOONHTHANHd

NVAd dAHINTES 3AVIIOIHE NVONRIVL NVVIVOONHTHANHC
[Dvd  OIdvy ISNHINMHAA NWNAALMEIS V.IId NIZI  MNLNN
LVdINHEEY NNHVL OIdvd ISNHNMHIA NWNALAHAIS NVVNNDONHd
MVH VAVIES NVAVAVANHd NLIVM NVA NVAVSHE NVdVLIANAd
ONV.LNH.L

€10C NNHVL 66LL JONON

VALLVINJOANI NVA ISVMINNNOM TIHLNHN NVSNLAdHM
NVAIdINVT




